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Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menjelaskan: (1) pengaturan perizinan berusaha bagi pelaku
usaha dalam perdagangan melalui e-commerce ditinjau dari Permendag No. 31/2023; dan
(2) bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli melalui e-commerce.
Penelitian termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum yang berupa peraturan
perundang-undangan. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa: (1) Pengaturan
perizinan berusaha bagi pelaku usaha dalam perdagangan melalui e-commerce ditinjau
dari Permendag No. 31/2023 mengatur tentang: (a) pengaturan perizinan beru saha bagi
pelaku PMSE dalam negeri; (b) pengaturan perizinan berusaha bagi pelaku PMSE luar
negeri; (c) pengawasan terhadap iklan dalam media elektronik; dan (d) penayangan dan
pemutusan akses iklan elektronik; dan (2) Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen
dalam jual beli melalui e-commerce dilandasi adanya prinsip perlindungan hukum yang
bersifat preventif maupun represif. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif
adalah adanya aturan yang mengharuskan pelaku usaha untuk memiliki Surat Izin Usaha
Perdagangan melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) dan adanya keterbukaan informasi
yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi dan UU Perlindungan Konsumen. Bentuk
perlindungan konsumen yang bersifat represif berupa sanksi seperti denda, penjara, dan
hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan
suatu pelanggaran.
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Abstract
The study aims to explain: (1) business licensing regulations for business actors in e-
commerce as reviewed by Permendag No. 31/2023; and (2) forms of legal protection for
consumers in buying and selling in e-commerce. The research is normative legal research
in nature. The legal material used in the research are in the form of laws and regulations.
The research resulted in the conclusions that: (1) The Minister of Trade Regulation No.
31/2023 regulates business licensing which consists of: (a) regulaing business licensing
for domestic PMSE actors; (b) regulation of business licensing for foreign PMSE actors;
(c) supervision of advertisements in electronic media; and (d) serving and terminating
access to electronic advertisements; and (2) The form of legal protection for consumers
in e-commerce business is based on the principle of legal protection which is both
preventive and repressive. A preventive form of legal protection for consumers is the
existence of regulations that require business actors to have a Trading Business License
via an Electronic System (SIUPMSE) in carrying out Trading business activities via an



Electronic System (PMSE); and information disclosure is regulated in the Information
Openness Law and the Consumer Protection Law. The repressive form of consumer
protection is final protection in the form of sanctions such as fines, imprisonment and
additional penalties given if a dispute has occurred or a violation has been commited.
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1. PENDAHULUAN

Perdagangan berbasis teknologi digital mengalami pertumbuhan pesat di seluruh dunia
sejak pandemi covid berlangsung. Banyak kemudahan yang ditawarkan dalam transaksi
ekonomi digital, membuat masyarakat tergantung untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari, terutama selama masa pembatasan aktivitas (Lockdown).

Untuk saat ini, model belanja online menjadi pilihan yang tepat karena adanya
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) terkait pandemi dan faktor-faktor lain yang
menyulitkan pembelian secara langsung. Juniar dan Jusrianti menyataka (Juniar dan
Jusrianti. 2021), Karena peraturan pembatasan sosial yang dikeluarkan pemerintah,
epidemi COVID-19 telah mengurangi mobilitas masyarakat, yang pada gilirannya
mengubah banyak bagian dari kehidupan masyarakat, termasuk kebiasaan berbelanja
mereka.

Setelah pandemi covid berakhir, metode perdagangan digital tetap menjadi pilihan
utama masyarakat dibandingkan kembali bertransaksi secara offline. Hal ini dikarenakan
adanya berbagai kemudahan yang diperoleh saat melakukan transaksi jual-beli secara
online tersebut. Beberapa kemudahan yang diperoleh saat berbelanja secara online antara
lain adalah sebagai berikut: (1) konsumen tidak perlu menghabiskan waktu untuk pergi
ke toko, bahkan konsumen tidak perlu harus ke luar negeri untuk berbelanja barang (2)
ketersediaan barang yang ditawarkan sangat beragam; (Indonesiabaik.ld. 2018) (3)
adanya berbagai kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan; (4) adanya keamanan dan
kenyamanan dalam berbelanja, (5) penawaran diskon pembelian barang yang lebih
praktis; serta (6) metode pembayaran atau transaksi yang jauh lebih mudah (Kurniawan.
2021).

Adanya berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam perdagangan berbasis digital
(e-commerce) menjadikan transaksi yang dilakukan dalam perdagangan ini semakin

meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data yang dihimpun Mandiri Institute, pada 2017



nilai transaksi e-commerce di Indonesia baru sekitar Rp42 triliun. Angka tersebut
kemudian berangsur-angsur naik hingga diestimasikan mencapai Rp454 triliun pada
2023. Peningkatan transaksi e-commerce di Indonesia tahun 2017-2023 dapat disajikan

ke dalam diagram berikut.

Rpp triliun
I
L

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023~

Gambar 1. Diagram Trend Perkembangan Nilai Transaksi e-commerce di Indonesia
tahun 2017-2023

Peningkatan nilai transaksi e-commerce tersebut tentu saja diiringi dengan
meningkatnya jumlah penggunanya. Data yang dirilis Statista Market Insight pada tahun
2024 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah pengguna e-commerce di Indonesia dari
tahun 2020-2029 mengalami peningkatan yang signifikan (Statista Research Department,
2024). Hal ini ditunjukkan dengan adanya trend peningkatan dari 38.72 juta pengguna
pada tahun 2020 yang diperkirakan akan meningkat menjadi sebanyak 99.1 juta pengguna
pada tahun 2029.

Meningkatnya trend perdagangan berbasis digital (e-commerce) di satu sisi sangat
memberikan kemudahan dalam bertransaksi, akan tetapi di sisi lain akan menimbulkan
masalah jika tidak diatur dengan regulasi. Hal ini berkaitan dengan adanya sifat dari
perdagangan berbasis digital (e-commerce) itu sendiri, yaitu sifat consumer-to-consumer

yang ada dalam e-commerce. Menurut Chawla & Kumar (Chawla dan Kumar, 2021),



Pembelian online di India seharusnya tunduk pada aturan yang ketat untuk memastikan
keamanan pelanggan, sesuai dengan rekomendasi dari Organisasi untuk Kerja Sama
Ekonomi dan Pembangunan (OCED). Risiko terhadap privasi dan keamanan,
perlindungan transaksi keuangan, dan keamanan produk diatur oleh aturan-aturan ini.
Selain itu, Chawla dan Kumar menekankan bahwa lembaga perlindungan konsumen
harus menjamin bahwa mereka dapat melindungi pembeli online dan bekerja sama untuk
mengatasi masalah internasional.

Karena tingkat risiko yang signifikan yang terlibat, peraturan yang berkaitan
dengan perlindungan dan keamanan konsumen sangat penting dalam kaitannya dengan
pembelian online. Ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dan barang yang diterima
bisa saja terjadi, begitu juga dengan penundaan penerimaan barang yang dibeli karena
waktu pengiriman, kemungkinan kerusakan barang selama pengiriman, dan kemungkinan
penipuan (Juniar dan Jusrianti. 2021).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
mendefinisikan parameter yang harus dipatuhi oleh transaksi komersial di Indonesia
untuk melindungi konsumen. Pada saat yang sama, Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) juga
diterbitkan sebagai respons terhadap aktivitas yang terlibat dalam transaksi online.
Preseden hukum untuk PP PSTE dapat ditemukan dalam UU No. 19/2016, yang
mengubah UU No. 11/2008, yang merupakan produk dari UU No. 11/2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Beberapa kutipan hukum menjadi penguat untuk melengkapi kesulitan dalam
mengakses jual beli online dalam hal keamanan perlindungan konsumen. Di antara
kutipan hukum tersebut adalah disahkannya Permendag No. 31 Tahun 2023, yang
mengatur tentang pemberian izin usaha, penyebaran iklan, pemberian nasihat, dan
pengawasan terhadap pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan elektronik.

Telah diketahui bahwa langkah pertama dalam pengembangan perdagangan
elektronik (e-commerce) adalah pembentukan perjanjian yang mengikat secara hukum
antara Marketplace dan pelaku usaha atau pedagang yang terlibat. Setiap kali seseorang

atau perusahaan terlibat dalam suatu perjanjian, mereka berkomitmen pada serangkaian



hak dan tanggung jawab yang spesifik terhadap materi perjanjian. Karena semua transaksi
elektronik harus disertai dengan dokumentasi yang tepat.

Menurut pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2023, “dalam ranah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), setiap orang
atau organisasi, baik perusahaan formal maupun bukan, yang bergerak di bidang
perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri,” para pelaku e-commerce harus
terlebih dahulu mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk dapat
menjalankan usaha secara legal. Oleh karena itu, pelanggan akan merasa lebih mudah
untuk membeli barang yang mereka inginkan berkat perdagangan elektronik, terutama di
platform jual beli online, yang juga dikenal sebagai Marketplace.

Marketplace online menghubungkan pembeli dan penjual, yang sering kali
berbasis di satu negara atau wilayah, melalui lokasi online pusat. Aplikasi marketplace
seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan masih banyak lagi yang beroperasi sebagai
perantara dalam transaksi online dengan memfasilitasi pencarian dan pembelian produk
dengan menggunakan fitur penjualan dan metode pembayaran yang aman. Jual beli dapat
dilakukan di mana saja, tidak hanya di lokasi penjual.

Pedagang domestik dan PPMSE harus dianggap sebagai “pelaku usaha” menurut
Pasal 2 ayat 1 Permendag No. 31 Tahun 2017, Sederhananya, marketplace berfungsi
sebagai PFMSE atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Marketplace mewajibkan setiap pelaku usaha/pedagang (merchant) untuk mencantumkan
deskripsi dan mengunggah foto produk tentang barang dagangannya, kemudian jika
pembeli tertarik dapat langsung melakukan checkout dan melakukan pembayaran. Dalam
pembayaran tersebut disediakan fasilitas escrow, yaitu rekening bersama yang digunakan
untuk menampung dana yang pengadaannya dilakukan dalam kondisi tertentu sesuai
dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan dana tersebut.

Perlindungan terhadap konsumen sendiri di dalam Islam tercermin dalam Qur’an
Surah Al Bagarah ayat 279 yang artinya:

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan
Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu
tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.



Meskipun ayat ini tampaknya membahas tentang riba pada pandangan pertama,
ayat ini sebenarnya berisi pesan-pesan yang dimaksudkan untuk melindungi konsumen.
Dikatakan di akhir ayat bahwa baik penindas maupun yang tertindas tidak melakukan
penganiayaan. Dalam konteks bisnis, baris terakhir dari syair tersebut memberikan
mandat untuk melindungi konsumen, dengan mengatakan bahwa pelaku bisnis dan
konsumen tidak boleh saling menindas dan menyakiti. Hak-hak masing-masing pihak
(konsumen dan produsen) terlibat dalam hal ini. Dalam Islam, berbisnis adalah tentang
melakukan apa yang benar dan jujur (Zulham, 2013).

Hukum Islam melarang kegiatan komersial yang penuh tipu daya dan tidak adil,
seperti bai'al-gharar, yang merupakan jenis perdagangan yang melibatkan penipuan
karena tidak sepenuhnya terjamin hasilnya (Hasan, 2013). Gharar menurut bahasa artinya
ketidakpastian, ketidakjujuran, atau perilaku jahat yang ditujukan kepada orang lain.
Karena baik keberadaan maupun kuantitas objek kontrak, atau penyerahannya, tidak
dapat diketahui dengan pasti, maka kontrak mengandung aspek penipuan (Hasan, 2013).

Bentuk kecurangan lain dalam perdagangan yang dilarang dalam Islam adalah apa
yang disebut dengan Gisyah. Sebagai bagian dari pendekatan ini, barang berkualitas
rendah dicampur dengan barang berkualitas tinggi, atau cacat pada barang itu sendiri
disembunyikan (Zulham, 2013).

Salah satu wujud perlindungan konsumen dalam perdagangan berbasis digital (e-
commerce) adalah adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk memiliki izin usaha. I1zin
usaha merupakan sarana penyampaian informasi kepada masyarakat bahwa kegiatan
usaha yang dilakukan telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Salah satu cara
pemerintah untuk membantu warganya adalah dengan mengeluarkan izin usaha. Izin-izin
ini berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan pelanggan, menyediakan lingkungan
yang kondusif bagi bisnis untuk berkembang, serta memandu dan mengawasi tindakan
bisnis (Albeth dan Pieter Latumeten, 2023). Melalui kewajiban memiliki izin usaha maka
masyarakat selaku konsumen diberikan jaminan kepastian hukum atas kegiatan usaha
yang dijalankan oleh pelaku usaha secara menyeluruh. Sejak berlakunya perizinan usaha
dengan sistem terintegrasi melalui OSS maka telah dilakukan pemangkasan terhadap

sistem perizinan di Indonesia.



Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, artikel ini membahas
permasalahan yang terkait dengan regulasi berupa Permendag RI Nomor 31 Tahun 2023
dan kaitannya dengan perdagangan berbasis digital (e-commerce). Permasalahan yang
dibahas dalam tulisan ini adalah perizinan berusaha yang diatur dalam Permendag RI
Nomor 31 Tahun 2023 dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam
perdagangan berbasis digital (e-commerce) menurut peraturan perundangan yang berlaku

di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (teknik penelitian hukum
normatif) untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh judul dan untuk memberikan
temuan yang relevan. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian
hukum doktrinal, adalah upaya untuk menemukan kebenaran dari suatu isu secara
konsisten; secara khusus, ini adalah upaya untuk menentukan apakah aturan-aturan
tersebut sejalan dengan norma dan apakah norma-norma tersebut, yang dinyatakan
sebagai larangan dan perintah, sejalan dengan asas-asas hukum (Muhaimin, 2020).

Penelitian ini menggunakan berbagai macam sumber hukum, termasuk undang-
undang, peraturan, kasus hukum, kontrak, perjanjian, teori, dan pendapat ilmiah.
Penelitian yang bertujuan untuk memastikan kebenaran dengan menganalisis aspek
normatif dari ilmu hukum atau implementasi norma dalam peraturan perundang-
undangan positif dikarakterisasikan oleh lbrahim sebagai penelitian hukum normatif,
dengan tujuan untuk menemukan solusi terhadap isu-isu hukum yang nyata (lbrahim,
2018).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum
normatif. Peneliti dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustaan atau library
research (Fajar & Achmad, 2010). Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian
dianalisis dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif. Analisis data kualitatif
dalam penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada pendapat Miles & Huberman yang
terdiri dari tiga langkah pokok yaitu 1) kondensasi data, 2) sajian data, 3) penarikan

kesimpulan atau verifikasi (Matthew et al, 2020).



3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini menguraikan tentang perizinan berusaha bagi pelaku usaha yang diatur dalam
perdagangan melalui e-commerce ditintjau dari Permendag No. 31 Tahun 2023 dan
bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam perdagangan berbasis digital (e-
commerce). Bagi perizinan tersebut mencakup 4 (empat) hal, yaitu: (1) bagi bagi pelaku
usaha dalam negeri; (2) bagi bagi pelaku usaha luar negeri; (3) bagi iklan elektronik; dan
(4) bagi dan pemutusan akses iklan elektronik. Keempat hal tersebut dapat dijetlaskan
sebagai berikut ini.
Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha yang Diatur dalam Perdagangan Melalui
E-commerce Ditintjau dari Permendag No. 31 Tahun 2023

Perizinan berusaha bagi para pelaku usaha dalam perdagangan melalui e-
commerce ditinjau dari Permendag No. 31 Tahun 2023 mencakup yang (1) bagi bagi
pelaku usaha dalam negeri; (2) bagi bagi pelaku usaha luar negeri; (3) bagi iklan
elektronik; dan (4) bagi dan pemutusan akses iklan elektronik. Keempat aturan tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Bagi bagi Pelaku Usaha Dalam Negeri

Peraturan Permendang No. 21 tahun 2023 ini merupakan penyempurnaan dari
Permendag 50/2020 yang mengatur tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan
dan Pengawasan Badan Usaha yang Bertransaksi Melalui Sistem Elektronik, jika dilihat
dari sistem hukum di Indonesia. Dalam peraturan ini diatur ketentuan lebih spesifik
tentang peraturan bisnis melalui e-commerce. Ini dirasa cukup efektif dalam rangka
pengaturan jual beli atau bisnis melalui e-commerce di Indonesia. Pertumbuhan e-
commerce sebagai dampak globalisasi tidak bisa dihindari. Pertumbuhan ini mendukung
bisnis nasional khususnya, akan tetapi dalam penerapannya perlu diatur mekanismenya
agar berpihak pada UMKM agar kesejahteraan Masyarakat meningkat.

Adapun perizinan berusaha bagi pelaku usaha dalam perdagangan melalui e-
commerce, sebagaimana diatur dalam Permendag No. 31/2023 adalah berupa Surat 1zin
Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) untuk Penyelenggara PMSE
Dalam Negeri. Izin tersebut mencakup mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
melalui lembaga OSS, yang bertanggung jawab atas perizinan UMK melalui aplikasi OSS

Indonesia.



Syarat untuk mengajukan pendaftaran SIUPMSE, pelaku usaha harus sudah
memiliki Surat Keterangan Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (STTPSE). Tata
cara memperolen Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (STTPSE) yang
didaftarkan secara resmi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika diatur melalui
PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pelaku usaha diwajibkan untuk
mendapatkan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan setelah penerbitan
sertifikat jaminan. Lembaga OSS bertanggung jawab untuk memberikan izin usaha
kepada UMK dengan menggunakan aplikasi OSS, oleh karena itu mendapatkan Nomor
Induk Berusaha (NIB) dari mereka adalah bagian dari proses ini. Setelah SIUPMSE
diberikan, lembaga yang berwenang akan menerbitkan Tanda Registrasi Penyelenggara
Sistem Elektronik selambat-lambatnya empat belas hari kerja.

Pendaftaran wajib bagi seluruh peserta industri e-commerce di Indonesia, sesuai
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang meliputi perizinan
pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan melalui sistem elektronik, Pasal 3
ayat (1) dan ayat (2). Terkait perizinan berusaha, dalam aturan tersebut mengenai pelaku
usaha yang bertransaksi melalui sestem elektronik, seluruh aturan tersebut mengatur
bahwa pelaku e-commerce yang akan memberikan layanan dengan menggunakan sestem
elektronik harus mendaftar dan mengajukan izin transaksi komersial melalui sestem
elektronik.

Bagi bagi Pelaku Usaha Luar Negeri

Pelaku usaha PMSE asing juga tidak dikecualikan dari peraturan tersebut.
Sebelum memperoleh Izin Usaha PMSE, perlu memiliki Surat Keterangan Terdaftar
Penyelenggara Sistem Elektronik (STTPSE). Tata cara memperoleh Tanda Daftar
Penyelenggara Sistem Elektronik (STTPSE) yang didaftarkan secara resmi oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ketentuan yang termaktub pada Pasal 5 Permendag Nomor 31/2023 mengatur
tentang perijinan berusaha bagi pelaku usaha dari luar negeri yang melakukan kegiatan

usaha PMSE di PPMSE. Aturan tersebut menetapkan bahwa “Semua Pedagang Luar



Negeri yang berpartisipasi dalam Acara Dukungan Manajemen Proyek (PMSE) yang
diselenggarakan oleh PPMSE harus memenuhi kewajiban pengiriman mereka”.

Aturan Kedua yang diatur dalam Permendag No. 31/2023 adalah adanya
penetapan harga minimum sebesar US $100 per unit untuk barang jadi asal luar negeri
yang langsung dijual oleh pedagang (merchant) ke Indonesia melalui platform e-
commerce lintas Negara. Peraturan ini tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) Permendag
31/2023, yang menetapkan bahwa harga terendah untuk produk yang disebutkan pada
ayat (1) adalah seratus Dolar Amerika Serikat (USD) per unit, sebagai freight on board
(FOB).”. Berdasarkan aturan tersebut, maka ditetapkan harga minimal sebesar US $100
per unit untuk barang jadi dari luar negeri yang dijual langsung oleh penjual kepada
konsumen di Indonesia melalui platform e-commerce.

Aturan ketiga yang termaktub dalam Permendag No. 31/2023 adalah adanya
‘Positive List’, yang diperbolehkan Cross-Border masuk ke Indonesia melalui platform
perdagangan elektronik. Aturan ini diatur dalam Pasal 19 ayat (4) Permendag No.
31/2023. Peraturan ini mengontrol barang-barang impor mana yang boleh dijual di
Indonesia melalui pasar online yang memungkinkan perdagangan lintas batas. Peraturan
ini bertujuan untuk membatasi dan mengatur jenis komoditas yang dapat diimpor melalui
jalur-jalur ini.

Aturan keempat yang termaktub dalam Permendag No. 31/2023 adalah adanya
syarat khusus bagi pedagang luar negeri pada loka pasar dalam negeri yaitu
menyampaikan bukti legalitas usaha dari negara asal, pemenuhan standar (SNI wajib) dan
halal, pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk asal luar negeri, dan asal
pengiriman barang. Aturan ini termuat dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Permendag
No. 31/2023. Jika operator e-commerce internasional tertarik untuk beroperasi di industri
e-commerce Indonesia, mereka harus memenuhi kriteria tambahan yang disebutkan
dalam ayat (1) dan (2) Pasal 18.

Bagi Iklan Elektronik

Pengaturan lklan Elektronik dalam dalam Perdagangan melalui E-commerce
Ditinjau dari Permendag No. 31/ 2023 termasuk dalam aturan kelima. Hal ini
diamanatkan dalam Permendag No. 31/2023 berupa Loka pasar dan social

commerce dilarang bertindak sebagai produsen.
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Permendag No. 31/2023 adalah adanya ketentuan bahwa PPMSE dan afiliasi
dilarang menguasai data masyarakat serta wajib memastikan tidak terjadi
penyalahgunaan penguasaan data penggunanya untuk dimanfaatkan oleh PPMSE atau
perusahaan afiliasinya. Aturan ini termuat dalam Pasal 21 ayat (3) yang menyatakan:
“PPMSE dengan model bisnis Social-Commerce dilarang memfasilitasi transaksi
pembayaran pada Sistem Elektroniknya.” Pasal tersebut bertutjuan untuk menjaga
persaingan usaha yang sehat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2).
Pengaturan dan Pemutusan Akses Iklan Elektronik

Pemerintah telah membuat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023
tentang PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) untuk mendukung usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM) dan pelaku perdagangan. Peraturan ini sejalan dengan
perkembangan teknologi saat ini yang sangat dinamis dan lebih mudah diakses oleh
pelaku UKM. Perizinan usaha, promosi, pengarahan, dan pengawasan pelaku usaha
berada di bawah cakupan ini.

Perdagangan yang menggunakan sejumlah perangkat dan proses elektronik untuk
menyelesaikan perdagangan dikenal sebagai perdagangan melalui sistem elektronik
(PMSE). Untuk mempersiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan
informasi elektronik, diperlukan suatu sistem yang terdiri dari perangkat-perangkat
elektronik yang saling berhubungan dan beroperasi.

Perusahaan dapat menggunakan iklan elektronik untuk mempromosikan produk
dan layanan mereka. Iklan elektronik dapat ditayangkan dalam suatu jaringan baik secara
langsung maupun melalui jaringan fasilitas komunikasi elektronik, seperti internet,
saluran televisi, atau telekomunikasi. Peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan
penyiaran, perlindungan konsumen, privasi dan data pribadi, dan persaingan usaha yang
sehat harus diikuti oleh iklan elektronik yang ditampilkan melalui Penyelenggara Sistem
Perdagangan Elektronik (PPMSE). Ketentuan penayangan iklan khususnya dalam
perdagangan melalui sistem elektronik yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam
Pasal 28 Permendag 31/2023.

Sanksi terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dalam PMSE
sesuai aturan yang termuat dalam Pasal 29 Permendag 31/2023 diatur dalam Pasal 30
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Permendag 31/2023. Sanksi tersebut berupa pemutusan akses terhadap materi iklan
elektronik tersebut. Iklan elektronik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak boleh ditayangkan pada fasilitas elektronik Penyelenggara
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). PPMSE wajib menghentikan akses
terhadap konten lklan Elektronik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku apabila konten tersebut telah terlanjur ditayangkan. Kewenangan
untuk memerintahkan atau menghentikan akses terhadap konten Iklan Elektronik berada
di tangan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, sesuai dengan
Pasal 30 Permendag No. 31 Tahun 2017.

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perdagangan Berbasis Digital
(e-commerce)

Bentuk Perlindungan Hukum yang Bersifat Preventif

Perlindungan hukum bagi konsumen yang bersifat preventif adalah Jaring
pengaman yang dibuat oleh negara untuk mencegah tindakan kriminal. Tujuan dari
dimasukkannya hal ini ke dalam undang-undang adalah untuk mencegah kesalahan dan
untuk menetapkan parameter untuk memenuhi kewajiban.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2023 merupakan
peraturan yang membatasi peran jejaring sosial dalam transaksi dan pembayaran.
Peraturan ini melarang media sosial dan social commerce memfasilitasi transaksi dan
pembayaran seperti e-commerce. Social commerce hanya diperbolehkan untuk promosi
atau periklanan tanpa transaksi. Dengan cara ini, persaingan usaha bisa menjadi lebih
sehat.

Peraturan Permendang No. 31 tahun 2023 ini merupakan penyempurnaan dari
Permendag 50/2020 yang mengatur tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan
dan Pengawasan Badan Usaha yang Bertransaksi Melalui Sistem Elektronik, jika dilihat
dari sistem hukum di Indonesia. Dalam peraturan ini diatur ketentuan lebih spesifik
tentang peraturan bisnis melalui e-commerce. Ini dirasa cukup efektif dalam rangka
pengaturan jual beli atau bisnis melalui e-commerce di Indonesia. Pertumbuhan e-
commerce sebagai dampak globalisasi tidak bisa dihindari. Pertumbuhan ini mendukung
bisnis nasional khususnya, akan tetapi dalam penerapannya perlu diatur mekanismenya

agar berpihak pada UMKM agar kesejahteraan Masyarakat meningkat.
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Diberlakukannya Permendag No. 31 Tahun 2023 telah membawa dampak yang
cukup besar baik bagi para penjual maupun pembeli pada PMSE. Perlindungan konsumen
tambahan diuraikan dalam Permendag No. 31 tahun 2023, yang mengatur penggunaan
sistem elektronik untuk perdagangan.

Sebagai langkah  perlindungan  konsumen, undang-undang tersebut
mengamanatkan bahwa semua pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan melalui
sistem elektronik (PMSE) harus memiliki Surat I1zin Usaha Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (SIUPMSE). “Pelaku usaha wajib memiliki SIUPMSE dalam melaksanakan
kegiatan usaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan SIUPMSE,” demikian bunyi ketentuan
dalam Pasal 3 ayat (1) Permendag Nomor 31 Tahun 2023.”

Peraturan-peraturan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab lahir dari hak dan
kewajiban yang muncul dari hubungan hukum antara pemasok jasa atau produk dan
pelanggan mereka. Sebagai komponen dari gagasan kewajiban hukum, kewajiban secara
konseptual identik. Tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan bertanggung jawab atas
kegagalan untuk melakukannya kemudian diartikulasikan oleh norma fundamental.
Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kerugian konsumen
yang disebabkan oleh kegagalan mereka memenuhi tanggung jawab hukum dalam
berbagai jenis transaksi yang menggunakan media yang berbeda, termasuk PMSE,
menurut Permendag No. 31 Tahun 2023.

Bentuk Perlindungan Hukum yang Bersifat Represif

Sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman lain yang dikenakan setelah terjadi
perselisihan atau pelanggaran merupakan bentuk represif dari undang-undang
perlindungan konsumen. Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara
Indonesia bertanggung jawab untuk menegakkan perlindungan hukum ini. Perlindungan
hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan
perlindungan hak asasi manusia.

Konsumen dijamin memiliki empat hak dasar. Dalam pandangan Kennedy, ada
empat hak fundamental: (1) hak untuk aman; (2) hak untuk mendapatkan informasi; (3)
kebebasan untuk memilih; dan (4) hak untuk didengar (Nasution, 2002). Organisasi

Persatuan Konsumen Internasional (I0CU) telah memperluas keempat hak konsumen
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yang disebutkan di atas dengan memasukkan perlindungan konsumen mendasar
tambahan, seperti hak atas pendidikan konsumen yang memadai, kompensasi yang adil,
dan lingkungan yang aman dan sehat (Nasution, 2002).

Konsumen memiliki hak untuk menuntut jika mereka merasa bahwa pelaku usaha
telah gagal memenuhi tanggung jawabnya seperti yang diuraikan dalam Pasal 7.
Peraturan terkait hal ini didasarkan pada Pasal 23 UU No. 8 Tahun 1999. Adanya berbagai
aturan yang diberlakukan dalam PMSE memberikan jaminan akan adanya kepastian
hukum dalam menjalankan bisnis e-commerce baik bagi pelaku usaha maupun bagi
konsumen. Ini merupakan salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk
memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Tindakan ini dilandasi adanya prinsip
perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif (Hadjon, 2007).

Ketika warga negara diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka
sebelum keputusan pemerintah dibuat, hal ini akan melindungi kepentingan mereka
sebagai konsumen melalui perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan
hukum yang dirancang untuk menyelesaikan konflik tidak bersifat membatasi.
Perusahaan harus menghindari masalah ini sejak awal dengan mendaftarkan bisnis
mereka sebagai badan hukum. Hal ini akan memungkinkan konsumen untuk mengajukan
keluhan dan tuntutan hukum terhadap mereka jika terjadi masalah. Hasil yang lebih adil
bagi pembeli adalah hasilnya. Untuk menegakkan perlindungan hukum yang ketat,
pemerintah Indonesia mengamanatkan perusahaan online untuk mendaftarkan diri ke
Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Untuk
membantu pemerintah melacak dan mengidentifikasi mereka yang terlibat dalam

transaksi online, pendaftaran ini disediakan

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bagian

sebelumnya, selanjutnya dapat dikemukakan simpulan hasil penelitian sebagai berikut:
Pengaturan perizinan berusaha bagi pelaku usaha dalam perdagangan melalui e-

commerce ditinjau dari Permendag No. 31/ 2023 mengatur tentang perizinan berusaha

yang terdiri dari: (1) pengaturan perizinan berusaha bagi pelaku PMSE dalam negeri; (2)
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pengaturan perizinan berusaha bagi pelaku PMSE luar negeri; (3) pengawasan terhadap
iklan dalam media elektronik; dan (4) penayangan dan pemutusan akses iklan elektronik.

Gagasan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif merupakan dasar
dari perlindungan konsumen dalam e-commerce. Pelaku usaha diwajibkan untuk
memiliki Surat 1zin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) agar
dapat melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Bentuk lain dari
undang-undang perlindungan konsumen adalah kewajiban pelaku usaha untuk membuka
informasi yang diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Sebagai garis pertahanan terakhir, perlindungan konsumen
yang bersifat represif menggunakan hukuman termasuk denda, hukuman penjara, dan
hukuman tambahan yang diberikan setelah perselisihan atau kejahatan terjadi. Di
Indonesia, Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara bertanggung jawab
untuk memproses hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum ini. Perlindungan
hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan

perlindungan hak asasi manusia.
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